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PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan di bidang
pengelolaan keuangan negara, maka Peraturan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2013
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara
Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian perlu
disempurnakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Ketenagakerjaan
dan Ketransmigrasian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang
Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4786);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 213,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pembelanjaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5423);

9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53
Tahun 2010;
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10. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang
Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar
Negeri;

11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

12. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007
tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian
Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2007
tentang Penertiban Rekening Pemerintah Pada
Kementerian Negara/Lembaga;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007
tentang Bagan Akun Standar;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 233/PMK.05/2011;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang
Milik Negara;

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian
Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja;

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 248/PMK/07/2010;

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas;

21. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor PER.12/MEN/IV/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2013
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
378);

22. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor PER.07/MEN/IV/2011 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2013 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1193);

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan
Hibah;

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
160/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan
Pegawai Tidak Tetap;

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;

27. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 3 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Negara Bidang Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 444);

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.02/2014
tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran
2014;

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas
Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, PNS dan PTT;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA BIDANG
KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Negara
Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 444) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran BAB II TATA CARA PENYUSUNAN
PENGESAHAN DAN PROSEDUR REVISI DIPA/POK, diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

BAB II

PENYUSUNAN PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN

DAN TATA CARA REVISI ANGGARAN

1) Mekanisme penyampaian usulan revisi anggaran ke DJA :

a) KPA menyampaikan usulan revisi anggaran kepada Unit Eselon
I terkait, dengan melampirkan dokumen pendukung berupa :

(1) Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks

perubahan (Semula-Menjadi)

(2) SPTJM yang ditandatangani oleh KPA dengan materai.

(3) ADK RKA-KL DIPA revisi

(4) Dokumen pendukung terkait (TOR, RAB dll).

b) Unit Eselon I terkait memproses dan menyampaikan usulan
revisi anggaran yang telah diteliti kepada APIP K/L untuk
dilakukan reviu.

c) Berdasarkan hasil Reviu APIP, Unit Eselon I terkait
menyampaikan usulan revisi anggaran dimaksud kepada
Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Keuangan.

d) Biro Keuangan meneliti usulan revisi anggaran serta
kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan

e) Dalam hal usulan revisi anggaran yang disampaikan tidak
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud, Biro


